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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 109 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  

NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK  

KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan 

Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 30 Tahun 2018, telah diatur ketentuan mengenai 

kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak;  

  b.  bahwa untuk mendukung program swasembada pangan dan 

optimalisasi pendistribusian sapi/kerbau dan 

domba/kambing, Pemerintah menyediakan angkutan 

khusus pengangkut ternak; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan 

Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan 

Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak; 
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2018, No.1504 -2- 

Mengingat   :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4849); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 5108) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5208); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk 

Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, 

Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 165); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

www.peraturan.go.id


